KOMISI PENYIARAN INDONESIA

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN KOMISI

PENYIARAN INDONESIA NOMOR 01/P/KPI/03/2012 TENTANG
PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN PERATURAN KOMISI
PENYIARAN INDONESIA NOMOR 02/P/KPI/03/2012
TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PENYTARAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan
Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012
tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan
Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012
tentang Standar Program Siaran yang berkaitan dengan
tata cara pengenaan sanksi administatif terkait isi siaran,
dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan

hukum di bidang penyiaran;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia
tentang Pencabutan beberapa Ketentuan dalam Peraturan
Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012
tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan
Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012

tentang Standar Program Siaran,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4252);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4566);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4567);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4568);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun
2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Terkait Isi Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 244);

MEMUTUSKAN:
PENCABUTAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 01/P/KPI/03/2012
TENTANG PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN
PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR
02/P/KPI/03/2012 TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Komisi Penyiaran

Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman

Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran

Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar

Program Siaran:

a. Pasal 51 ayat (2) Peraturan Nomor 01/P/KPI/03/2012
tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; dan

b. Pasal 75, Pasal 79 ayat (2) dan (3), Pasal 80 ayat (2) dan
(3), Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, serta Pasal 91 Peraturan
Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012
tentang Standar Program Siaran,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Maret 2023
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

ttd.

AGUNG SUPRIO



